SUBTEMA INDUSTRI HALAL
Judul Pidato: Halal: Dari Syariat menuju Kemandirian Umat

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, / wabihi nasta’inu / ‘ala umurid dunya waddin. //  Washshalatu wassalamu / ‘ala asyrafil anbiyai wal mursalin, / wa ‘ala alihi / wa shahbihi / ajma’in. //.
Yang saya hormati Dewan Juri, serta rekan-rekan generasi muda penggerak masa depan.
Hadirin sekalian, Ketika kita mendengar kata "halal", apa yang terlintas di benak kita? Apakah sekadar stempel sertifikat di ujung kemasan makanan? Halal bukan lagi sekadar pemenuhan kewajiban agama. Halal adalah denyut nadi ekonomi baru, keunggulan kompetitif daerah, dan pilar kemandirian bangsa!
Indonesia adalah raksasa konsumsi halal dunia. Namun, mari kita lihat realitas di lapangan. Jutaan UMKM kita—tulang punggung ekonomi rakyat—masih kebingungan menghadapi tembok tebal sertifikasi halal.
Kebijakan Wajib Halal yang kini berlaku, di satu sisi adalah pelindung konsumen, namun di sisi lain bisa menjadi beban berat bagi pedagang kecil di pasar kita jika mereka tidak didampingi. Pertanyaannya: Mampukah kita mengubah tantangan regulasi ini, menjadi loncatan besar bagi kemandirian ekonomi daerah?
Hadirin yang dirahmati Allah, Jawaban atas keraguan itu telah Allah SWT gariskan dengan sangat indah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168: 
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًۭا طَيِّبًۭا
"Yā ayyuhan-nāsu kulū mimmā fil-ardii ḥalālan ṭayyibā..."
 "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi..."
Ayat ini mengajarkan kita dua hal: Halal secara zat, dan Thayyib secara kualitas dan keberkahan. Rasulullah SAW pun menegaskan, mencari rezeki halal adalah kewajiban setelah kewajiban yang lain. Maka, memajukan ekonomi halal adalah wujud nyata ketaatan kita kepada-Nya.
Lantas, bagaimana kita membumikan ayat tersebut? Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita butuh ekosistem. Untuk itu, saya menawarkan Strategi 3G (Gerakan) Inovasi Halal:
Pertama, Gerakan Akselerasi Self-Declare Digital. Kita dorong ribuan mahasiswa dan pemuda untuk turun ke lapangan menjadi pendamping UMKM. Kita bantu mereka mengurus sertifikasi halal gratis secara digital. Mudah, cepat, dan memberdayakan!
Kedua, Garda Klaster Halal Terpadu. Kita kumpulkan sentra kuliner dan UMKM dalam satu kawasan. Dengan sistem klaster, biaya produksi turun, rantai pasok halal terjaga, dan sertifikasi bisa diurus secara komunal.
Ketiga, Gema Halal-Tech Hub. Kita bangun pasar digital khusus produk halal UMKM daerah, yang terhubung langsung dengan pembiayaan syariah. Agar modal tidak lari ke rentenir, tapi berputar di dalam negeri kita sendiri!
Wahai Generasi Muda Rabbani! Kemandirian ekonomi umat tidak akan turun dari langit. Ia harus kita jemput dengan keringat, ilmu, dan kolaborasi!
Mari kita buktikan, bahwa dari Sumatera Barat, dari ajang ini, kita mampu melahirkan ekosistem halal yang tidak hanya berkah di akhirat, tapi juga jaya di dunia!
Satu Pidato, Sejuta Inspirasi untuk Ekonomi Syariah yang Lebih Baik! Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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